
 

 

 

 

 
 

 

BUPATI MALINAU 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 
PERATURAN BUPATI MALINAU 

 
NOMOR 17 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALINAU, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
Malinau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019. 
 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai 
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3962); 

 
2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

 

 
          4.  Undang-Undang............ 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

           

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

           14.  Peraturan Pemerintah....... 



- 3 - 
 

 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

 
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa; 

 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

             24.  Peraturan Menteri....... 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah; 

 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 
 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Pokok –Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 

11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau 
Tahun 2015 Nomor 11); 

 

28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 
4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malinau Tahun 2019 Nomor 3); 
 

29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 

13); 
 

30. Peraturan Daerah  Nomor 1 Tahun 2019 tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 1); 
 

31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 

Nomor 2); 
 
 

                        32.  Peraturan Daerah  ....... 
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32. Peraturan Daerah  Nomor 1 Tahun 2020 tentang  

Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 1); 

 
33. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 
77); 

 

34. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Malinau Tahun 2019 Nomor 32). 
 

35. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 
2019 Nomor 33); 

 

36. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2019 Nomor 36). 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2019 
 

Pasal 1 
 

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2019 terdiri dari: 

 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 70.361.080.273,30 
b. Pendapatan Transfer Rp 1.386.043.958.922,90 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 15.335.922.080,00 

 Jumlah Pendapatan Rp 1.471.740.961.276,20 
 

2. Belanja 
a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai Rp 475.652.043.194,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 396.782.006.547,00 
3) Belanja Subsidi Rp 2.401.130.200,00 
4) Belanja Hibah Rp 56.626.115.521,00 

5) Belanja Bantuan Sosial Rp 5.477.450.000,00 
 Jumlah Belanja Operasi Rp 936.938.745.462,00 

  
 

 

 

  
   b. Belanja Modal...... 
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b. Belanja Modal 
1) Belanja Tanah Rp 2.692.520.411,00 

2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp 34.751.331.482,00 
3) Belanja Gedung dan 

Bangunan 
 
Rp 

 
60.293.802.288,00 

4) Belanja Jalan, Irigasi dan 
Jaringan 

 
Rp 

 
76.664.016.846,00 

5) 

6) 

Belanja Aset Tetap Lainnya 

Belanja Aset Lainnya 

Rp 

Rp 

16.500.000,00 

1.165.287.249,00 
 Jumlah Belanja Modal Rp 175.583.458.276,00 
 

c. Belanja Tak Terduga 

1) Belanja Tak Terduga Rp 0,00 

 Jumlah Belanja Tak Terduga Rp 0,00 
 

3. Transfer 

Transfer Bantuan Keuangan 
1) Transfer Bantuan Keuangan ke  

Pemerintah Daerah Lainnya Rp 8.027.500.000,00 
2) Transfer Bantuan Keuangan Ke  

Desa Rp 299.295.875.000,00 

 Jumlah Transfer Rp 307.323.375.000,00 
Jumlah Belanja Rp 1.112.522.203.738,00 
Surplus/Defisit Rp 51.895.382.538,20 

 

4. Pembiayaan 
Penerimaan Pembiayaan   Rp 237.983.447.540,64 

a. Penggunaan SILPA Rp 37.978.980.540,64 
b. Penerimaan Kembali Piutang Rp 4.467.000,00 
c. Penerimaan Kembali Investasi   

Non Permanen Lainnya Rp 200.000.000.000,00 
   

a. Pengeluaran Investasi non 
Permanen Lainnya......... 

 
Rp 

 
200.000.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 37.983.447.540,64 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 89.878.830.078,84 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 3 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 
Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
 
 

 
Pasal 5........... 

Pengeluaran Pembiayaan                     Rp     200.000.000.000,00 
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Pasal 5 

 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan Penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau. 

 

Ditetapkan di Malinau 
pada tanggal 31 Agustus 2020. 

 
BUPATI MALINAU, 
 

 
 

 
YANSEN TP 

 

 

Diundangkan di Malinau 
pada tanggal 31 Agustus 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU, 
 

 
 
 

ERNES SILVANUS 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 17. 
 
 

 

 


